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TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN BAKUAN KOMPETENSI

SEKTOR JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31

Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Pembinaan Teknis
terhadap Pelaksanaan Sislatkernas di masing-masing sektor dilakukan oleh
instansi pemerintah yang membidangi sektor yang bersangkutan;

bahwa sebagai salah satu penunjang terlaksananya Sislatkernas
diperlukan pedoman pembinaan teknis sistem pelatihan berbasis
kompetensi kerja jasa konstruksi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a
dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3957),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006, Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara 4637);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Nomor 82 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4737);



4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik
Indonesia;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PENYUSUNAN BAKUAN KOMPETENSI SEKTOR JASA KONSTRUKSI

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini yang dimaksud dengan :

1

Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek spesifik
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diterapkan untuk mewujudkan standar kinerja
yang dipersyaratkan ditempat kerja;

Bakuan Kompetensi adalah perangkat Standar Kompetensi, Kurikulum Berbasis Kompetensi,
Materi Pelatihan, dan Materi Uji Kompetensi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan
dan uji kompetensi;

Kurikulum Pelatihan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pelatihan tertentu;

Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada
penguasaan kemampuan keija yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja;

Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah uraian materi pelatihan yang disusun dengan
format tertentu, konsisten mengacu kepada Unit Kompetensi, Elemen Kompetensi dan KUK
(Kriteria Unjuk Kerja) serta hasil analisis lUK (Indikator Unjuk Kerja/Keberhasilan) dari masing-
masing KUK yang telah dirumuskan dalam satuan Unit Kompetensi;

Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan
kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta
sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang — undangan,

Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat KPBK adalah seperangkat
rencana dan pengaturan kegiatan secara sistematis dalam pencapaian kompetensi kerja pada



pelatihan, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian, serta sikap kerja,
dalam kurun waktu dan metode yang ditentukan;

Materi Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat MUK adalah alat ukur kompetensi yang
dikembangkan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dinyatakan dalam setiap Kriteria Unjuk Kerja (KUK), dalam bentuk pertanyaan, instruksi atau
pelatihan untuk melakukan kegiatan tertentu kepada peserta uji sesuai tingkat kompetensi yang
disyaratkan dalam SKKNI;

Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Pengaturan Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi dimaksudkan sebagai pedoman

bagi institusi pelatihan dan asosiasi profesi yang bergerak di sektor jasa konstruksi dalam

kegiatan penyusunan bakuan kompetensi sektor jasa konstruksi.

Pengaturan Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi bertujuan untuk :

a. Terwujudnya sistem pelatihan kerja jasa konstruksi yang efektif dan efisien, tepat sasaran
serta tepat pemanfaatan.

b. Memberi arah dalam pembinaan teknis dan pemberdayaan seluruh sumber daya pelatihan
kerja jasa konstruksi berbasis kempetensi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan tentang Tata Cara Penyusunan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Konstruksi, Teknis Penyusunan

Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi, Teknis Penyusunan Materi

Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi dan Teknis Penyusunan Materi Uji

Kompetensi Berbasis Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi;

Materi muatan tentang Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi dirinci

dan dimuat secara lengkap dalam :

a. Lampiran| : Tata Cara Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Sektor Jasa Konstruksi;

b. Lampiran Il : Pedoman Penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasisi Kompetensi Kerja (KPBK)
Sektor Jasa Konstruksi;

c. Lampiran lll: Pedoman Penyusunan Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja Sektor
Jasa Konstruksi;

d. Lampiran IV: Pedoman Penyusunan Modul Uji Kompetensi Kerja Sektor Jasa Konstruksi.

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal /q JUL;’ 2003
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